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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan,
pemahaman dan kesadaran wajib pajak badan atas perubahan tarif PPh Badan
pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tahun 2020. Sampel yang digunakan pada
penelitian ini sebanyak 106 responden.”

“Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada wajib
pajak badan melalui Google Form karena penelitian dilakukan pada masa
pandemic. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive
sampling. Metode analisa data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas,
uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas),
uji regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji simultan (F-test),
uji R Square (R?), uji parsial (t-test).”

“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara
parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,
pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh negative dan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak
badan secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak badan. Koefisien R Square (R?) yang menunjukkan 0,558 artinya 55,8%
kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan
kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya yaitu 44,2% kepatuhan wajib pajak

badan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib
Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan , Purposive Sampling
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ABSTRACT

The Purpose of this research is to know the effect of knowledge,
understanding and awareness of corporate taxpayers on changes in corporate
income tax rates to corporate taxpayers compliance in KPP Pratama Malang
Utara. The research population was corporate taxpayers who registered in KPP
Pratama Malang Utara in 2020. The sample used in this research were 106
respondens.

The distribution of questionnaires was carried out by researchers to
corporate taxpayers via Google Form because the research was carried out
during a pandemic. Data collecting sample used purposive sampling method.
Data analysis technique used validity test, reliability test, normality test, classic
assumption test (multicollinearity test and heteroscedasticity test), multiple linear
regression test and hypothesis testing consisting of simultaneous test (F-test), R
Square test (R?), partial test (t-test) ).

The results of this research indicate that tax knowledge partially and
simultaneously has a positive and significant effect on corporate taxpayers
compliance, tax Understanding partially has a negative effect and simultaneously
significant effect on taxpayers compliance and awareness of corporate taxpayers
partially and simultaneously has a positive and significant effect on corporate
taxpayers compliance. The coefficient of R Square (R?) which shows 0.558,
meaning that 55.8% of corporate taxpayer compliance is influenced by
knowledge, understanding and awareness of taxpayers, while the remaining
44.2% of corporate taxpayer compliance is influenced by other variables not

examined in this research.

Keyword: Tax Knowledge, Tax Understanding, Awareness of Corporate Tax

Payers, Corporate Taxpayers Compliance, Purposive Sampling.
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1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai
Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kewajiban yang ditunaikan untuk
Negara oleh perorangan maupun badan dengan sifat memaksa didasari peraturan
perundang-undangan tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk
kebutuhan Negara guna menjamin kemakmuran warganya. Dalam upaya
meningkatkan pemasukan pembangunan, maka dapat diperkuat pemerolehan dana
dari pajak. Pajak dapat diperoleh melalui sejumlah jenis perpajakan, yaitu Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), BPHTB, cukai, Bea Materai, Pajak Daerah dan pajak lainnya.

Pendapatan negara dari sektor pajak adalah penerimaan negara terbesar.
Berikut perbandingan pada Anggaran Penerimaan Negara (APBN) tahun 2019
yaitu penerimaan pajak Rp. 1.786,4 triliun, PNBP Rp. 378,3 triliun, hibah Rp 0,4
triliun (Kementerian Keuangan. 2019) dengan Anggaran Penerimaan Negara
(APBN) tahun 2020 yaitu penerimaan pajak Rp. 1.865,7 triliun, PNBP Rp. 367
triliun, hibah Rp. 0,5 triliun (Kementerian Keuangan. 2020). Dalam memperoleh

sumber pendapatan Negara melalui pajak, perlu dilakukan usaha nyata disertai
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pengimplementasian berbentuk peraturan yang dibuat oleh pihak berwajib.
Usaha-usaha yang dimaksud dapat berbentuk intensifikasi dan ekstensifikasi
perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berarti meningkatkan jumlah Wajib pajak
(WP) serta penerimaan pajak. Usaha ekstensifikasi di sisi lain adalah peluasan
obyek pajak yang belum tersentuh.

Peran penting pajak sangat berarti dalam pemasukan Negara secara
menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan pajak yang merupakan sumber pasti yang
berkontribusi dalam sumbangan dana untuk Negara sebagai bentuk gotong
royong dari rakyat untuk membiayai Negara seperti yang tertera pada undang-
undang (Jatmiko, 2006). Pasal 23 ayat (2): ““ Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan Undang-Undang.” Arti dari pasal tersebut adalah pajak bersifat wajib
dan diberlakukan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia atau disebut sebagai
wajib pajak. Wajib pajak merupakan perorangan maupun badan, yang mencakup
pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang Ssama-sama
memiliki hak dan kewajiban perpajakan mengikuti undang-undang pajak yang
berlaku.

UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
menyatakan bahwa “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,

memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha
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jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” Sesuai data Direktorat
Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan jumlah wajib pajak terdaftar pada
tahun 2020 sebesar 46.380.119 proporsi tersebut terbagi 91,21% wajib pajak
orang pribadi, 7,67% wajib pajak badan dan 1,12% bendahara dari data tersebut
teridentifikasi 77,63% tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.
Indeks tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 6,26% dibandingkan dengan
pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 yaitu 73,06% (www.pajak.go.id).
Maka apabila dilihat dari data yang tersaji diatas, tingkat kepatuhan pajak pada
tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019. Seperti yang dinyatakan Devano
(2006:6), kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan seseorang yang dinyatakan
sebagai wajib pajak dalam melengkapi kewajiban perpajakannya serta
menggunakan haknya dengan baik. Menurut pendapat lain (Gunadi, 2005:57),
“kepatuhan wajib pajak merupakan pihak yang bersedia memenuhi kewajiban
mengikuti undang-undang yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi,
peringatan maupun ancaman dalam penerapan denda hukum dan administratif”.
Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa hal, salah satunya
adalah pengetahuan perpajakan. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014)
menyebutkan sejumlah jenis pajak yaitu subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak,
perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang hingga pengisian laporan
pajak sebagai pengetahuan mendasar perpajakan. Maka, pengetahuan pajak

adalah proses berubahnya perilaku serta kode etik perorangan maupun sebuah
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badan wajib pajak dalam upayanya untuk mengerti melalui pelatihan (Nurhayati
et al. 2015). Individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih peka dan
mematuhi hak serta kewajiban tanpa paksaan maupun ancaman oleh sanksi dan
hukuman. Pengetahuan perpajakan yang minim menimbulkan rasa tidak percaya
terhadap kewajiban perpajakan, sementara pengetahuan yang tepat memiliki
kaitannya dengan respon positif terhadap perpajakan. (Kempa, 2021). Masruroh
dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa rasa sadar dan disiplin dibutuhkan agar
masyarakat dapat mengerti serta menaati kewajiban mereka menunaikan pajak.
Skala kepatuhan wajib pajak dipengaruhi kesadaran masyarakat akan
kewajibannya membayar pajak di waktu yang sudah ditentukan. Ritongga (2011)
mendefinisikan kesadaran sebagai sikap atau respon seseorang terhadap sebuah
obyek yang melibatkan persepsi dan perasaannya dalam bertindak. Masyarakat
dengan kesadaran pajak tinggi akan memahami fungsi perpajakan, baik bagi
publik ataupun pribadi. Oleh karena itu, mereka akan dengan sukarela serta taat
membayar pajaknya.

Faktor lain yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak yakni tarif pajak.
Tarif pajak yang dipakai dalam perpajakan di Indonesia sangat bervariatif dan
mengalami perubahan dari masa ke masa. Regulasi tersebut dibuat untuk
mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan. Reformasi perpajakan
dimulai pada tahun 1983 dengan disahkannya UU No 7 tahun 1983 tentang pajak

penghasilan sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang
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UU PPh mengenai “PPh Badan vyaitu tarif normal diatur dalam pasal 17 ayat (1)
huruf b/Pasal 17 ayat (2a), tarif khusus yang diatur pada Pasal 17 ayat (2b) dan
Pasal 31E, serta tarif PPh final untuk wajib pajak dengan omzet usaha tertentu”.
Pemerintah menerapkan tarif tunggal yakni 28% yang berlaku tahun 2009 dan
lalu diturunkan jadi 25% bagi tahun pajak 2010 sampai dengan tahun pajak 2019.
Peraturan tersebut diubah dengan disahkannya UU No. 2 tahun 2020 tarif PPh
badan turun menjadi 22% untuk tahun 2020 — 2021 serta 20% untuk tahun 2022
dan seterusnya kemudian dipertegas kembali di UU Cipta kerja klaster perpajakan
yaitu UU No 11 tahun 2020. Namun peraturan tersebut tidak bertahan lama dan
mengalami perubahan dalam reformasi perpajakan jilid I11 yaitu UU No 7 tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan yang disahkan pada tanggal 7
Oktober 2021 tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya.
Peraturan tersebut mengubah dan menghapus terkait tarif PPh badan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Peraturan saat ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih dari
pertumbuhan berbasis pajak dan kesederhanaan sistem perpajakan, sebab pajak
ialah sumber pendapatan negara yang paling penting guna mendanai
pembangunan negara. Akibatnya, pemerintah Indonesia dapat diantisipasi untuk
tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan atau pinjaman luar negeri.

Pentingnya melakukan kajian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan

wajib pajak badan atas perubahan tarif PPh Badan sesuai UU No. 7 tahun 2021



hal ini dikarenakan untuk memberikan kemudahan dalam mengevaluasi apabila

f Islam Malang

REPOSITORY

tidak memenuhi target yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang
Utara sehingga dapat untuk diatasi.

Melalui uraian latar belakang, peneliti ingin melakukan penelitian yang

University o

berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran
Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan
Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara)”
1.2 Rumusan Masalah
Melalui latar belakang penelitian yang terurai diatas maka dapat
dirumuskan sejumlah rumusan masalah, yaitu :
1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib
Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak
Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara?
2. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Badan
Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak
Badan di KPP Pratama Malang Utara?
3. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Badan Atas
Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan

di KPP Pratama Malang Utara?
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4. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan
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Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP
Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

University o

Menurut perumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ditentukan
dalam riset ini sebagai berikut:
1. Dapat Mengetahui Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran
Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan
Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.
2. Dapat Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak
Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib
Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.
3. Dapat Mengetahui Pengaruh Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak
Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib
Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara.
4. Dapat Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas
Perubahan Tarif PPh Badan Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan
di KPP Pratama Malang Utara.
1.4 Manfaat Penelitian
Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
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1) Manfaat Teoritis
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Secara teoritis, riset ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dalam
lingkup perpajakan, utamanya masalah Pengetahuan, Pemahaman dan

Kesadaran Wajib Pajak Badan Atas Perubahan Tarif PPh Badan

University o

Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. Tidak hanya itu, riset
ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya
yang mengangkat topik terkait kepatuhan wajib pajak.
2) Praktis
a. Untuk Instansi Pajak
Bisa dimanfaatkan sebagai sumber serta masukan untuk Kantor
Pelayanan Pajak ataupun Direktorat Jendral Pajak dalam
membuat peraturan baru dengan mempertimbangkan faktor
seperti pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama untuk
wajib pajak badan yang menggunakan tarif PPh Badan
sebagaimana diatur pada UU No 7 Tahun 2021.
b. Untuk Wajib Pajak
Bisa memperluas wawasan terkait perpajakan serta menilai

performa Direktorat Jenderal Pajak wilayah Malang Utara.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pengetahuan,
Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak atas Perubahan Tarif PPh Badan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Responden di studi ini ada 106
responden yakni Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara
yang terkena dampak perubahan tarif PPh badan dan melihat korelasi antara
pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak
badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sesuai hasil studi ini, maka
simpulannya:

1. Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran
Wajib Pajak Badan secara simultan berdampak signifikan pada
Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berdampak positif pada
Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3. Pemahaman Perpajakan secara parsial berdampak negatif pada
Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

4. Kesadaran Wajib Pajak Badan secara parsial bersampak positif pada

Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
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5.2 Keterbatasan Penulisan
Dari keterbatasan dalam studi ini diharapkan adanya perbaikan dalam studi
berikutnya, keterbatasan dalam studi ini ialah:

1. Keterbatasan memakai kuesioner melalui media online google form yakni
terkadang jawaban yang diberi oleh sampel tidak memperlihatkan kondisi
sebenarnya.

2. Nilai R Square yakni 55,8% artinya masih ada variabel lain yang pengaruhi
kepatuhan wajib pajak tapi tidak diteliti di studi ini

3. Pada studi ini terbatas hanya pada wajib pajak badan dengan rata-rata omset <
4.8 Milyar, hal ini dikarenakan adanya pemindahan wajib pajak dari KPP
Pratama Malang Utara ke KPP Madya Malang. Perubahan tersebut sesuai
dengan kebijakan yang diatur dalam KEP-116/PJ/2021.

5.3 Saran

1. Berharap peneliti berikutnya dapat menambahkan metode penghimpunan data
selain kuesioner, dapat melalui wawancara. Maka hasil yang didapat lebih
objektif

2. Dapat memperluas variabel independen, karena masih banyak variabel
lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi
perpajakan, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

3. Lebih memperluas lingkup penelitian sehingga hasilnya dapat dibandingkan

dengan instansi KPP Pratama daerah lainnya.
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